
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 

TAHUN  2010  NOMOR  07 

 

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN TABALONG 

 

NOMOR  07  TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  

DI TEPI JALAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI  TABALONG, 

 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga 

ketertiban parkir di Kabupaten 
Tabalong khususnya ditepi jalan 
umum agar tidak mengganggu 
kelancaran lalulintas dan menjaga 
keselamatan pengguna jalan, maka 
perlu diberikan pelayanan parkir;  

 b. bahwa pelayanan parkir yang 
diberikan perlu adanya jasa atas 
pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah daerah dalam bentuk 
Retribusi; 

 
 

/c. bahwa……………… 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4389); 

 

 

/4. Undang-…………... 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 

/8. Peraturan………... 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1983  tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983  

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong 

Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 

1); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Dearah Kabupaten Tabalong 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 03);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 04); 

 

/12. Peraturan……….. 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penye-

lenggaraan Perhubungan Di Kabupaten 

Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong tahun 2009 Nomor 03); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 01); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TABALONG 

  

dan 

 

BUPATI TABALONG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI 

JALAN UMUM.  

 

/BAB I…………… 
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BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah-

an daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tabalong. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas 

tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

 

/6. Kendaraan………… 
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6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 

jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik 

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat 

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan 

motor dan tidak melekat secara permanen serta 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.   

7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara. 

8. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat 

pemberhentian yang berada ditepi jalan umum tertentu 

dan telah ditetapkan oleh Bupati. 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

11. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah Pelayanan 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang 

pribadi atau badan untuk parkir di tepi jalan umum 

yang dimaksudkan agar pelaksanaan parkir sesuai  

 

/dengan………… 
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dengan rencana tata ruang berlaku dan sesuai 

dengan syarat-syarat keselamatan bagi pengguna 

jalan tersebut. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 

jumlah pokok retribusi yang terutang. 

14. Surat Tagihan retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 

tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana dibidang 

Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

16. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah 

Daerah. 

 

 

 

/BAB II.................. 
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BAB  II 

 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi 

jalan umum. 

 

Pasal 3 

 

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di 

tepi jalan umum. 

(2) Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Bupati dengan memperhatikan : 

a. lokasi parkir tidak mengakibatkan kemacetan. 

b. lokasi yang strategis. 

c. keamanan parkir. 

 

Pasal 4 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

memanfaatkan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

 

 

/BAB III…………… 
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BAB III 

 

GOLONGAN RETRIBUSI 

 

Pasal 5 

 

Retribusi Palayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 

 

BAB IV 

 

CARA MENGUKUR TINGKAT 

PENGGUNAAN JASA 

 

Pasal 6 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 

frekwensi penggunaan tempat parkir dan jenis 

kendaraan yang diparkir. 

 

BAB V 

 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM 

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 7 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 

retribusi ditetapkan dengan memperhatikan  

 

/biaya………….. 


